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BUPATI MANOKWALRI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DANERAH KANUPATEN MANOKWAERI

NOMOR 4 TAIIUN 2016

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI

RUGI KEUANGAN DAERAH
PDENGAN RAHMAT TUUHAN YANG MAHA ESA

HBUPATI MANOKWART,

a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia Nomor & Tahun 2007 teniang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerigian Negara terhadap Bendahara, malka
perlu ditindaklanjuti pelaksanaanya di Daerah;

. hahwa dalam upava penyelesaian kerupgian Daerah sebapai

akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh pihalk bendahara, pegawai bukan bendahara,
pejabal lainnya dan pilall manapun, perlu membual Peraluran
Daerah tenlang Tuntmutan Perbendabaraan dan Tuntutan Gant
Rugi Keuangan Daerah;

. baliwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

hurut a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraluran Dacrah  tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuniutan Ganti Kugi Keuangan Daerah.,

. Pasal 1% ayat 6 Undang Undang Dasic Negara Republilk

Tndonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 lenlung Pembentukan

Propingi Otonom Iran Darat Dan Kabupaten Kabupaten Qtonom
i Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Nomor 2007};

Undang-Undang Noemor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Neomor 13 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor & Tahun 1974 [Lembaran Negara Boepublik Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ilentang Penyelengataan
Megara yang bersih dan bebas dari Kerupsi, Keolusi dan
Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



|

. Undang-lindang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provingi Papua (Lembaran Negara PFepublik Indonesia
Tabhnun 2001 Nomor 135, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151} aebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penctapan
Peraluran  Pemerintah  Peogganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tenrang Perubahan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentangs Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indencsia Nomor 4884];

6. Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantas
Tindak Ddana Koropst (Lembamun Negara Eepublik Indonesia
Talhun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 425();

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

8, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahuaraun
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lcntang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tangsungjawab Keunangan Negara [Lembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lemhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 44385

11.Undang-TIndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentnkan
Peraturan Perundangan-Undangan [Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12.Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan [Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

13.Undang—Undang MNemeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Traerah (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimmana telah dinbah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Demerintah Dacrah  (Lembaran  Negara  Eepublik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaun dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Hepublik



mdonesia Nomor 4609), schagaimana telah diubah dengan
Peraturan ’emerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Nogara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomer 78, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeriniahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Interen Pemerintah [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 4890):

18, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

19, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ientang Poraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanyg
Pembentulkkan  Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 190);

20 Peraturan Menlen Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hulkum Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030);

21. Peraturan Dadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomnor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penvelesaian Ganti
Kerugian Negara Terharap Bendahara;

22, Peraturan Daerah Kabupalen Manokwari Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Manokwari dan  Sekrerariat  Dewan  Perwakilan  Daerah
Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manolowan
Tahun 2008 Nomor 11);

23, Peraturan Daerah Kabupaten Manolowast Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Dacrah di
Lingkungan Pemernntah Kabupalen Manokwarli [Lembaran
Daerah Kabupaten Maneolkwari Tahun 2008 Nomor 13);

24, Peraturan Daerah Kabupalen Manokwati Nomor 14 Tuhun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manolwari {Lembaran  Daerah
Kabupalen Manolpwari Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

Menetaplan :

dan

BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN;

PERATUEAN DAERAH TENTAN(G TUNTUTAN [EEBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUG KEUANGAN DAERAIL



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pas=al 1

Dalan Peraturan Dacrah ind vang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11,

12.

135.

14.

15.

16,

Pemenintah adalah pemcerintah Republik Indencsia;
Daerah adalah Kabupaten Manokwari;

Pemerintah  Dacrah  adalah Hupati dan  Perangkat Dacrah schuagai Unsur
Penvelengeara Pemerinlahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Manolwari;

Dewan Perwalkilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuparen Manokwat sebagai unsar
penyelengrara Pemerintah Daerah:

Satuan EKerja Peranghkal Daersh vang selanjulnys disingkal SKFD  adalah
Perangltat Daerah pada Pemerintaban Daerah Beiaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang;

Insgpektorat Kabupaten Manolkwari selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan
Kerja Perangkal Daerah Pengawasan Fungsional dan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintab Dacraby

Tuntutan Gunt Hug yvang selanjuthyva dismglkat TGR adalah sualu proses
tuntunan vang dilakukan ferhadap pegawal negeri bendahara dan bukan
bendahara atau pejabat lain dengan tyjuan untuk pemulihan kerugian
negara fdaerah  sebagai akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum
dan/atau melalaikan kewajibannya;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
Penyvelenggaran Pemerintah Daerah yvang dapat dinilai dengan uang termasulk
didalamnya segala bentuk kekavaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut;

Uang adalah bagian dari kekayaan daerah vang berupa uang Kartal dan uang
giral;

Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertiikat ssham,
sertifikat obligasi, dan surat berharga lain vang sejenis,

Barang Negara adalah semua kekayaan atau aset Negara baik yang dimiliki
maupun <dikuasai, baik yang bergerak maupun vang tidak bergeral, heserta
baglan-hbagiannya ataupun yvang merupakan satuan tertentu vang dapat dinilai,
dibifung, diukur alan diimbang termasuk hewan dan tumbuh-tunbuban,
keenali nang dan surat-surat herharga lainnya;

Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara salde buku kas
dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa
barang yvang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain vang
ditunjuk;

Kerugian Negara adalah kelmirangan perbendaharaan uang, surat berang
berharga dan barang Negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum bailt sengaja maupun lalai;

Bendahara adalah setiap orang atau badan vang diberi tugas untul dan aras
nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahizan tang ataun
surat berharga atau barang daerah;

Kas Umum Dacrah adalah tempat menyimpan uang daerah yang diteniukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung sclurubh penernimaan dacrab dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;

. Pegawai adalah mereka vang setelah memenuhi syaral syarat yang ditentulan

dalam peraturan perundang-undangan yvang berlaku, diangkar oleh peabat vang
berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu
peraturan perundang-undangan;



18.

10.

20.

21.

22,

23

.

24,

27.

28,

29,

30.

31.

Pegawai Negeri adalah setiap warga Nepara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat vang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tTugas negara lainnya,
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ahli Waris, adalah orang yang mengganti pewaris dalam kedudukannya terhadap
warisan, hak maupun kewajiban untuk scluruhnya atau sebagian;

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapatl
memberikan Keterangan/menyvatalkan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya
yvang secara hukum dapat dipertanggungawabkan;

Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabal pemenntahan yang tidak
berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara;

Pihak manapun adalah pihak yang merugikan keuangan dacrah termasuk pihak
ketiga, selain bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya;

Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan
olch pojabal yang ditunjuk secara ex officio apabila bendahara vang bersanglutan
meninggal dunia, melarkan dio atau Uba-tiba harus berada di bawah
pengampunan dan/atau apabila bendahara vang bersangkutan tidak membuat
pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai
batas waktu yang diberikan berakhir vang bersangkutan tetap tidak membuat
perhitungan dan pertanggungjawabannya;

Penghapusan barang adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pgjabal yvang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan atan kuasa pengguna barang dan/atau pengelola
barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang vang berada dalam
PengIASAANNYA;

. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewaiban

seseporang untuk menggantikan kerugian daerah yang menurut hukum menjadi
langgungawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan vang disebabkan
antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untulk ditagih,
dinvatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan lain yang
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraruran perundang-undangan;

. Penecatatan  adalah  mencatat  jumlah  kerugian daerah  yang  diproscs

penyelesaiannya untuk sementara ditangguhlkan karena vang bersangkutan
melarikan din tanpa dikelahui alamainy:a;

Banding adalah upaya Bendahara dan/atau Pegawal Negeri bukan bendabhara
dan pejabat lainnya, dan atau pihak manapun yang mencarn keadilan kepada
Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan
yang diletapkan TPKN;

Kadaluarsa adalah jangka wakiun yang menyebabkan pgupurnya hak untuk
melakukan tuntutan bendahara dan atan Pegawai Negeri bukan Bendahara,
Pejabat lainnva, dan atau pihak manapun dan tuntutan ganti rug terhadap
pelaku kerugian daerah;

Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Negara/Daerah yvang harus
dikembalikan kepada Negara/Daerah oleh Bendahara dan atau Pegawai Negeri
bukan Bendahara dan Pejabat lainnva vang terbukti menimbulkan kerugian
Negara/ Dacrah;

Sural Kewerangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnye disingkat SKTJM
adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau bahwa yang
bersangkutan bertangpungjawab alas kerugian dacrah yvang terjadi dan bersedia
mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud dalam jangka wakitu maksimal 40
(empat puluh) hari sejak ditandalangani;

Surat Kererangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW
adalah surat keputusan yang dikeluarkan olch Badan Pemeriksa Keuangan



32.

33.

34,

tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan
atau pembelaan din atas tunlutan penggantian kerugian Negara/Daerah;

Hadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya dizinglkat BPK-
El adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Asuransi Barang Daerah adalah Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Manolkwari yang dipertanggungkan pada perusahasn asuransi sesuai dengan
kctentuan perundang-undangan vang berlaku;

Majelizs Pertimbangan TP-TGR vang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan
adalah para Pgjabat yang cx officio ditunjuk dan ditetapkan cleh Dupati vang
bertugas membaniu Bupali dalam penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

BAB 1T
FUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah melipuli

. Subyek dan Obyek;

Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
Penyelesaian Kerugian Daerah;

. Kadaluarsa;

Penghapusan dan Penghentian;

Penyetoran;

Pelaporan;

Majelis Perlimbangan; dan

Sanksi.
BAT III

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

Bendahara vang melakukan perbuatan melanggar hukum dan/ atau melalaikan
kewajibannya:

a) Tidalk melakukan pencatatan atas penermnaan dan pengeluaran uang atau

barang;

bkl Tidak membual pertanggungjawaban keuangan alau pengurusan barang;

c] Menerima dan menyimpan uang palsu;

d} Penyelewengan dan penggelapan;

e} Pertanppungawaban atas laporan yvang tidale sesuai dengan kenyataan;

fi] Penyalahgunaan wewenang atan jabatan;

gl Tidak melakukan tugas vang menjadi tanggungjawabnya;

hj Perbuatan-perbualan lainnyva yang merugikan Daerah.

2 Pegawal bukan Bendahara dan pejabat Jainnya vang melakukan perbualan:

a) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b] Penyvalahgunaan wewenang dan jabatan;

¢} FPencurian dan peripuan;

d] Merusak dan menghilangkan barang Daerah;

¢l Meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas
helajar;

0 Meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan;dan

gl FPerbuatan-perbuatan lainnya yvang merugikan Daerall.



3] Fihak manapun, melakukan perbuatan:

6)

a] Tidak mencpati janji terhadap kentrak [wanprestasi);
h] Penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;

¢) Penipuan dan perbuatan lainnya vang secara langsung atau fidak langsung
merugikan Daerah.

[¥tinjau dari penyebabnya, karena:
a) Kesengajaan;
b Kelalaian;
¢| Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;

d] Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut
dan dimalkan rayvap.

Ditinjau dari waktu, vaitu untuk mengetahui apakah Kerugian Negara /Daerah itu
masih bisa dituntut atau tidale;

Ditinjau dari tempat kejadian, yvaitu Kerugian Daerah yang terjadi pada Satuan
Kerja Peranglatl Daerah, BUMD dan tempat lainnya.

Pasal 4

Obyek kerugian Daerah meliputi:

a.

b
i
d

Uang;

. Barang (termasuk yang diasuransikan);

Surat Berharga;

. Uang atau barang pihak lain vang dikuasai pemerintah dacrah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAR IV
INFORMASI, PELAPORAN DAN FEMERIKSAAN
Bagian Kesam
Informasi
Pasal 5

[nformasi Kerugian Daerah, dapat diketahui darn:

fi.

b.

Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional dan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Dacrah

Pengawasan dan atau pemberitshuan atassn  langsung atau SKPD atau aparat
poemerintahan lainnya;

Hasil verifikas=i pejabat yvang diberikan wewenang nielakukan verilikesi;
Pengaduan dari masyarakat;

Perhitungan Ex Officio;
Pegawai negeri bendahara atan bukan bendahara yang menyebabkan Kerugian
daerah.

Ragian Kedua
Fembertahuan

Pasal O

Pejabat vang karena jabatannva mengetashui adanya kerugian daerah atau
terdapal sangkaan atau dugaan karena sesualu perbuatan melanggar hukum
atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
mestinva sehingga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada
Bupati dan memberitahukan kepada BPK-RI paling lambat 7{tujuh)] hari kerja
setelah diketahui.



(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada avat (1), tidak melaporkan dalam jangka
wakitu 7 {mujuh)] hari sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas
dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Bagian keliga
Femeriksaan
Pasgal 7

Pemeriksaan  forhadap pemberitshuan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 6
didasarkan pada kenyataan schenarnya dan jumlah kerugian dacrah vang pasti.

Pusad 8

Setelah diketzahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 malea Aparat
Pengawas Fungsional dem Aparal Pengawasan Internal Pemerintah Dacrah dapat
melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi kerugian dacrah.

BAB WV
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kegatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 9

(1} Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan dengan cara penerbitan
SKTJM vang dikeluarkan oleh Bupati terhadap bendahara, ahli wariz atan
pengampu dengan cara pengembalian kerugian secara tunai.

(2) Pembayaran secara tunai  dilakukan paling lambat 40 hari  sejak
ditandatanganinya SKT.JM dan disertal jaminan barang yang nilainya cukup dan
fatau setara.

(3) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayvaran secara lunai dalum
walktu vang diletapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maks
barang jaminan yvang menjadi barang agunan sctclah terbitnya Surat Keputusan
Poemnbebanan maka dapat dijual sesual dengan peraturan perundang-undangan
yvang herlaku.

{4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang schagaimana dimaksud
pada aval (3), lelap menjadi kewajiban bendahara wang bersangkutan, dan
apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan
kepada Bendshara yang bersangkutan.

{5) Pelaksanaan eksekusi terhadap Keputusan Tuntutan Perbendaharaan
dilak=sanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Pencalalan

Pasal 10

(1] Apabila proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena
Bendahara meninggal dunia tanpsa ahli waris yang diketahui, atan ada ahli waris
tetapi tidak dapar diminta pertanggungjawabannya, atau bendahara melarikan
diri dan tidak diketahui alamatnya, DBupati meminta ke BPKE-Rl unmk
meterbitlkkan Surat Keputusan Pencatatan,

(2} Dengan diterbitkanuva Sural Keputusan Pencatatan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi
pembukusmn.



(3} Terhadap bendahara schagaimana dimaksud pada avat (1] sewakiu-wakm dapat
ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat
diminta pertanggungjawabannya atan upaya penyctoran ke kas Dacrah,

Bagian kecdua

_ Penyyelesaian Tuntutan Ganti Rug
Pegawai Bukan Bendahara,Pejabat lainnva
atau Pihak Manapun

Paszal 11

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan dengan upaya:
a. Damad,;
b. Biasa; dan

¢. Pencatatan.

Paragrafl 1

Upaya Damai
Pasal 12

(1) Penvelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai
olch pegawai atan ahli warts baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Dalam keadsan terpaksa, vang bersanghkutan dapat melaltukan dengan cara
angsuran paling lambat 2 {dua} tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan
diserial juminan burang yang nilainyva cukup,

(3} Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau
penghasilan vang dilengkapi dengan:

a.  surat Kuasa pemotongan gaji dan atau penghasilan; dan
b. jaminan barang dilengkapi Surat kepemilikan yvang sah serta Surat Kuasa
Menjual.

(4} Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayvaran
angsuran dalam waktu yang dilclapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan
pembavaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

(5} Apabila lerdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada avat (4],
tetap menjadi kewajiban pegawal yang bersangkutan, dan apabila terdapat
kelebihan dari penjualan barang tersebul akan dikembalikan kepada bendahara
vang bersangloutan.

(6) Pelaksanaan eksclkusi terhadap Keputusan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan
oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rug Biasa

Pasal 13

(1) Tuntutan Ganti Rugl Diasa dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bahan-
bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai vang bersanghkutan.,

(2) Tuntutan Ganrti Rugi Diasa dapat dikenakaen kepada ahli wans, terhadap harta
pewaris vang sudah atau akan diterimanya.

(3 Tuntutan Ganti Rugi terhadap ahli waris ditctapkan eolch Bupati berdasarkan
hasil penelitian Majelis Pertimbarngan.



Pasal 14

Pelaksanaan Tuniutan Gant Rugl schagal alobatl perbualan molanggar hukum atau
melalaikan kewajiban vang dipersalahlkan kepadanyva dan/atau tidak menjalankan
kewajibannya sebagaimana mestinya vang dipersalahkan kepadanya, serta ada
hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara
langsung atau tidak langsung diserabhkan penyelesaiannya melalui Majelis
Pertimbangan.

Fasal 15

(1} Apabila usaha untuk mendapatkan pengganlion kerugian dalam upava damai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidalk berhasil, maka proses
Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Dupati kepada pegawai
yung bersangkutan dengan menvebutkan:

a. Identitas pelaku;
Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
Sebah-sebhab serta alasan penuntutan dilakukan; dan

an @

Tenggang waktu vang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri
selama 14 {empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh
pegawai yang bersanglautan.

(2) Apabila pegawal schagaimana dimaksud pada ayat (1] dalam batas wakm 14
{empat belas] hari tidak menggjukan keberatan/pembelaan dind namun tidak
dapat membebaskannya sama sekali dar kesalahan (kelalaian, maka Bupat
menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rug.

(3} Berdasarkan HKeputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanalian
penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan.

(4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a. Memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (duaj tahun,
apabila memotong gaji dan/atau penghasilan lainnyva kepada yang
bersangkulan;

b. Diseriai denpan barang jaminan vang nilainya culup; dan

c. Apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk
melakukan penagihan pengembalian Eerugian;

(5) Permohonan handing kepada pejabat yvang berwenang dapat diajukan paling
lambat 30 ftiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh
pegawsad vang bersanglutan.

(6) Apabila permohonan banding sgebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima,
Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.

(v) Keputusan Tingkat Banding dan pejabal yang berwenang dapat berupa

memnperlkuat atan metnbatalkan Keputusan Pembebanan atau
menumbah f mengurang besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang
bersangkutan.

Paragraf 3

Penyelesaian Tuntutan Gantli Rugt
Barang Dacrah

Pasal 16

(1) Pegawal vang bertanggung jawab atas lergjadinya kehilangan barang Daerah
{(bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan pergantian dalam bentuk uang atau
barang sesuai dengan cara pergantian kerugian vang lclah ditctapkan scsuad
dengan ketentuan yvang berlaku.

{2) Pergantun kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermolor roda 4



3)

(4}

(3)

0]

(empat) dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai faksiran [taksasi) harga benda dengan
cara tunal atau angsuran paling lama 2 [dual tahun apabila disertai dengan
Jaminan barang yang nilainya cukup.

Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang vang
tidak hergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dengan
CoTal tunal alau angsurdan selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang
yang nilainya cukup.

Nilai taksiran (laksasi) jumlah harga benda vang akan diganti mgi dalam beniuk
uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditctapkan sesuai
dengan ketentuan yvang berlaku.

Apabila berdasarkan hasil penclitian Majelis Pertimbangan biaya pelaksanaan
tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan
diterima oleh daerah, maka Bupati dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang
daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRD.

Penyelesaian Kerugian daerah untuk barang daerah yvang diasuransikan diatuor
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peticatatan
Pasal 17

Pegawail yang meninggal dunia tanpa ada ahli warig, atau ada ahli waris tetapi
tidak dapat diminta pertangsungjawabaniva, Bupati menetapkan Keputusan
Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis.

Bagl pegawal yang melarikan dird, Tuntutan Ganti Rug tetap dilabukan terhadap
keluarga atau orang lain yang menguasai harta vang ditinggalkan olch pegawai
yang bersangkutan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus wyang bersanglutan
dikcluarkan dari Administras Pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-walktu dapat ditagih
apabila yang bersangloutan dilietahui alamatnya.

BAB VI
KADALUWARSA

Pasal 18

Kewajiban bendahara, pegawai bulkan bendshara, pejgbat lain atau pihak
manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam 5 (lima)
tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalaon wakiu 8 (delapan) tabhun
sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan gant rugl terhadap vang
bersangkutan,

Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak
manapun vang dikenai tuntutan ganti kerigian Negara/Daerah berada dalam
pengainpuarn, melankan dind atau meninggal dunida, penuntutan dan penagihan
terhadapnya  beralih kepada pengampu/vang mempetroleh halk/ahli  wans,
lerbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperalehnya, vang herasal dari
hendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yvang
bersangloutan,

Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar
ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada avat (2) menjadi kadaluwarsa,
apabila dalam wakwe 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan vang menetapkan
pengampunan kepada bendahara, pegawal bukan bendahara, pejabat lain atau
pihak manapun, yvang bersangkutan diketahi melankan din atau meninggal
dunia, pengampu/yvang memperoleh hak/waris tidak diberilahu oleh pejabat yvang
herwenang mengenai adanya kerugian daerah.



BAB VII
PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 19

(1) Txalam hal bendahara, pegawal bulkan bendahara, pejabal lainnya, pibak
manaput, ataupunl  pengampu/yvang memperoleh  hak/ahli waris  vang
berdasarkan Kepulusan Bupali lenlang Pembebanan Ganti Rugi, apabila lidak
mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupati untuk penghapusan atau pemberhention alas  kewajiban
membayar ganti rugl.

(2) Permchonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Bupati mengadakan penelitian
vang dilalkukan eleh Majelis Pertimbangan, apabila termvata yang bersangkutan
memang  tidak meampu, maka Bupati menghapuskan atau menghentikan
kewajiban mengganti kerugian kemudian memberitahukan kepada DPRD
Kabupaten Manokwarl tentang penghapusan Tuntuftan Perbendaharaan
JTuntutan Ganti Rugl haik sebagian ataupun seluruhnya.

{3] Dalam hal bendahera, pegawal bukan bendahara, pejabal lainnya atau pihak
manapun, vang berdasarkan Keputusan Bupal tentang Pembebanan Ganti Rugi
temyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atan dinyatakan tidak cukup atau
tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Perfimbangan, menyampaikan
hasil penelitian kepada Bupati.

{4] Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, vang bersanpkutian
sebagaimana dimaksud pada avat (2] dan ayat (3] ternvata tidak mampu, maka
Bupati menetaphkan Keputusan lentang penghapusan dan penghentian ganti rugi
baik sebagian atau seluruhnya dengan perselujuan DPRID.

BAR VI
PHNY ETORAN

Yasal 20

(1] Penyeloran alau pengembalivan sceara lunal dlau angsuran, baik Kerugian Daerah
maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Daerah.

(2] Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu
kepada peraturan perundang-undangan yvang berlaku,

{(3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Badan
Layanan Umum Daerah, setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbuliukan ke
Rekening BUMD / BLUD yang bersangkutlan.

DAD IX
PELAPORAN

Pasal 21

Majelis  Portimbangsn  Tuntutan  Perbendsharsan-Tuntutan Ganti | Rug
menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kemuglan Dacrah sctiap triwulan
dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.

BAB X
MAJELLS PEETIMBANCAN

Pasal 22

(1] Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan Tuntutan
Perbendaharaan-Tunrtutan Ganti Rugi.

{2] Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaan
terdiri dan: (di sesuzikan dengan PERMENDAGE] no 5/97)

a. Sckretaris Dacrah, selaku ketua merangkap anggota;



h. Imspekiur Kabupalen, selalou wakil kelua merangkap anggota;

. Kepala Dinas Pendapalan, Penpeloluan Keuangan dan Asel Daerah, selaku
Sekretaris:

d. Asisten Bidang Pemerintahan selaku anggota;
Asisten Bidang Administrasi selalu anggota;

{. Asislen Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial selaku
anggota;

g. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, selaln anggota;

h. Kepala Bagian Umum, selaku anggota;

i. Kepala Bagian Hukum dan Ham, selaku anggota; dan

1. Inspektur Pembantu [, 11, ITT dan TV selaku anggota.

(3} Anggola majelis pertimbangan sebelum menjalankan tupasnyas mengucapkan
sumpah /janji dihadapan Bupat.

4) Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada avat (2} sebagai
berilaat:

a#, Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus
Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi vang diterima;

b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan-
Tuntutan Ganti Rug;

¢. Memberikan saran/ pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan — Tuntutan Ganli
Rugi kepada Bupati atas sehap kasus yang menyvenghut Tuntutan
Perbendaharaan — Tuntutan (anti Bugi; dan

d. Menyiapkan laporan Bupali mengenal perkembangun penyelesaian kasus
kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri og. Direltur
Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

{5) Majelis pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat vang
ditctapkan dengan Reputusan Bupati.

6] Majehs Pertimbangan dan Sckretanat karcna tugasnya, maka masing-masing
personil wajib dibernikan penghargaan berupa tunjangan insenftif yvang besamya
disesuaikan dengan kemampuan kewangan daerah yvang ditelapkan dengan
Keputusan Bupati.

{7) Tambahan ayat diatur lebih lanjut dengan PERBUP

HAR X1
SANKSI

Pasgal 23

Apabila Bupatl menerima laporan tentang kerugian daerah darl pejabat Inspektorat
Kabupaten Manokwari dan oleh Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang
kebenaran adanya kerugian daerah, Bupati dapat membenkan sanksi administrasi
kepada bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lainnva sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlalau.

BAB XIl
EETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24
(1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat

diserahkan penvelesaiannva melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan
perdata.



(] Apabila kerugian Daerah vang tidak dapat diselesailkan dan ada indilzasi pidana,
Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesual denpan peraturan
perundang-undangan.

{3} Putusan Pengadilan tidak mengsumurkan hak tagih dari Pemerintah Daersh
terhadap Pelaku atau Penatnggung jawab kerugian daerah.

BAB IO
KETENTUAN FERALITTAN

Pagal 25

Kerugian Daerah vang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya
peraturan  daerah ini, diselesaikan sesuai dengan Ketentuan peraluran perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 206

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oramg mengetehuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Dacrah
i1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwani.

Diletapkan di Manolkwari
pada tangeal 28 Maret 2016
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD
DEMAS PAULUAS MANDACAN
Diundangkan di Manokwari
pada tanpggal 28 Maret 2016
SEKRETARISZ DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
CAP/TTD
F.M LALENOH
LEMBARAN DAERATT KABRTIPATEN MANOKWARI TAITUN 2016 NOMOR 4.

Salinam sesuad dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUTATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DUOWANSIBA
PENATA Tk.I(II/d)
NIP. 19760316 200312 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA HARAT -
(3/2016).



FENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERATH KABUPATEN MANOEWARIT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TUNTUTAN PEEBENDAHARKAAN DAN TUNTUTAN GANTI RU(L
KEUANGAN NEGARA / DAERMAH

1. UMUM
Keuangan Negara/Daerah merupakan Kekayvaan yvang dimiliki negara/daerah

untuk di kelola, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi

daerah, beragamnya kekavaan yang dimiliki oleh daerah baik berupa uang, surat
hmharga dan barang negara/daerah menjadi modal dalam perencanaan dan

PETIEEUDAAN keuangan negara/ daerah.

Keuanpan Negara,/Daerah vang dikelola, dapat berkurang apabila penggunaan
barang negara/daerah tersebut tidak didasarkan pada ketentuan peratiran
perundang-undangan, bendahara, pegawai negeri bulan bendahara dan pejabat
lainnva menjadikan subyek dalam kerugian negara/dacrah, kerugian torscbhbut dapatl
dischabkan karena adanya kelalaian dan perbuatan melawan hukum dad subyek
kerugian negara/daerah, unluk penyelesaiannyva telah diatur dengan Peraturan
Taerah ini.

Sejalan dengan hal terscbut diatas, efekovitas dan daya berlakn Peraluran
Daerah dimaksud, belum dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwan dalam
hal ini mengembalikan kerugian dacrah, dalam perkembangan perundang-undangan,
terdapat aturan bar vang harus di implementasikan daerah dalam Peraturan Daerah
mengenai kerugian daerah, aturan-aturan tersebut antara lain :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 15 Talun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Kcuangan Negara (L.embaran Negara Republik Indenesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 44007;

3. Peraluran Pemerninioh Republik Indonesia Nomor 58 Tabun 2005 (entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaGA Negara Republik Indonesia Tehun 2005
Nomor 1440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20006 tentang
FPenpgelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Hepublik [ndonesia Nomor
4609);

5. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Dacrah scbhagaimana telah diubah deengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara,

Peraturan tersebul i atas, haris diakomodir dalam suatu Peraturan daerah tentang
tata cara ganti kerupgian daerah sehingga apabila ketentuan-ketentuan diatas menjadi
bagian dari Peraturan Daerah, terjadinva kerugian dacrah dapat dengan scgera
disclesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan-pengaturan dalam Peraturan Daerah ini selain dipaparkannya tata
cara ganti kerugian daerah juga mengatur tentang pembetian sanksi administrasi,
sanksi disiplin dan upava paksa serta khusus kerugian perbondaharaan dilaporkan
kepada BPK-R]1 duan apabila ditemukan unsur pidana maka diselesaikan dengan
peraturan perundang-undangan.



I[. PASAL DEMI PASAL
Pasael 1

Istilah-istilah vang ditumuskan dalam pasal ini dimaksudksan agar terdapat
keseragaman pengertian artas isi peratiran inid, sehingea dapal menghindarkan
kezalahpahaman

Pasal 2

Cultup jelas
Pasal 3

Culcup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

aval (1)

Cukup jelas

avat {3

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

avat (1)

Cukup jelas

avat (2]}

Cukup jelas

ayvat (3)

Cukup jelas

avat {4

Cukup jelas

aval (B

Cukup jclas
Pasal 10

avat {1)

Culiup jelas



ayat (2)
Cukup jelas
ayal (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
ayat {1)
Cukup jelas
ayat [2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
avat {4]
Cukup jelas
ayal (3]
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13
avat (1)
Cukup jelas
aval (2]

Cukup jelas

ayvat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Cultup jelas
Pasal 15
avat (1)
Cukup jelas
avat (2]
Cukup jelas
avat (3)

Culkmup jelas



ayat (4}
Cukup jelas
ayat (5]
Cukup jelas
ayat (0]
Cukup jelas
ayat [7)

Cukup jelas

Pasgal 16
ayat {1)
Cukup jelas
ayal {2)
Cukup jelas
avat (3)
Cukup jelas
ayat {4
Culkup jelas
ayat (o)
Cukup jelas
ayat (b)
Cukup jelas

Pas=sal 17
ayval (1)
Culup jelas
avat (2)
Culup jelas
ayat (3
Cukup jelas
ayal (4)
Cukup jelas
Pasal 18
ayat (1)
Culqup jelas

avat (2}



Cukup jelas
avat {3
Cukup jelas
Pasal 19
aval (1)
Cukup jelas
avat {2)
Cukup jelas
avat (3]
Culkup jelas
avat {4}
Culkup jelas
Pasal 20
ayat (1)
Cukup jelas
aval {2)
Culup jelas
avat {3)

Vang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di
linglklungan Pemerintahan yvang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyvediaan barang dan/atau jasa vang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannva
didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.

Pasgal 21
Cukup jelas

FPasal 22
ayal (1)
Cukup jclas
aval {&)
Cukup jelas
avat {3]
Cukup jelas
avat (4]
Cukup jelas
ayal (3]
Cukup jelas
ayal (6]

Cukup jelas



Pasal 23
Culup jelas
Pasal 24
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Fasal 25
Culoup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
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